Menimbang

Mengingat

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

bahwa pengaturan mengenai Keuangan Desa dilakukan
sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

bahwa dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan
pemerintahan desa yang terus berkembang dan berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan
kembali pengaturan mengenai Keuangan Desa.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b,
untuk menjamin adanya kepastian hukum dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 138);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor
70);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menetapkan

dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

. Bupati adalah Bupati Kuningan.
. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
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7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.

8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan  kepentingan masyarakat setempat dalam = sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12.Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

14 .Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten Kuningan.

15.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan wusaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

17.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan  kehidupan untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan
masyarakat Desa.

18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

20.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.



21.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

22.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
dan operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

23.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

24 .Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

25.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

26.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang
bergerak dan barang tidak bergerak.

27.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui  penetapan  kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

28.Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan
Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang
memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

29.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

30.Kewenangan Desa adalah adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

31.Kewenangan Berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat.

32.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakasa masyarakat Desa.
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33.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu
Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin
anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat bagi masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

perencanaan,

a
b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;
d

pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 4

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga
dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh
Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran
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(5)

(1)

(2)

(3)

kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja
perangkat daerah kabupaten.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa,
dibantu oleh PTPKD.

Pasal 6

(1) PTPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal

dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa.



(2)

(1)

(2)

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan
bidangnya.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan,;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa;dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.



BAB V
PENDAPATAN DESA

Pasal 10

Sumber-sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

a.

(1)

(2)

pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa;

Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;

alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten;

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten;

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
dan

lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui
rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB
Desa.

Dana Desa yang bersumber dari dana transfer setelah diterima
di kas daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus
sudah masuk ke rekening kas desa.

Pasal 12

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh
kepala Desa dan bendahara Desa.

(1)

(2)

Pasal 13

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa(ADD) dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun
anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pedoman pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ADD
setiap tahun anggaran.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pedoman pengelolaan ADD diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bagian dari
hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan
hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada
seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional
realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa
masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan pengalokasian
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada
Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada
Desa.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang Dbersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam
rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di
Desa.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam
rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat.

Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten ke Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BELANJA DESA

Pasal 17
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan
sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga,
tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar,
lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 18

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan

dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1). penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;
2). operasional Pemerintah Desa;

3). tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan
Desa; dan

4). insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diluar hasil pengelolaan tanah bengkok.

Hasil pengelolaan tanah bengkok, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala
desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan
tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1).

11



Pasal 19

Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
APB Desa

Pasal 20

(1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Desa.

(2) APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun
dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun
berikutnya disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.

(3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa kepada camat.

(4) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berikutnya ditetapkan
paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 22

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan
tetap setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh
perseratus);
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(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40%
(empat puluh perseratus); dan

d.ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga
puluh perseratus).

Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi,
jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak
geografis.

Penghasilan tetap diberikan kepada:

a. Kepala Desa;

b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan dan paling
banyak 80 % (delapan puluh persen); dan

c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh
persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa dimaksud pada ayat
(5) huruf ¢ berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
berstatus PNS.

Bagian Kedua
Tunjangan Penghasilan

Pasal 23

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang
terdiri dari:

a. Istri/suami;

b. Tunjangan anak;

c. Tunjangan Purnabakti;

d. Tunjangan kecelakaan kerja;

e. Tunjangan berdasarkan hak asal usul;dan

f. Tunjangan penghasilan yang bersifat khusus.

Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersumber dari APB Desa.

Tunjangan istri/suami diberikan bagi Kepala Desa atau
perangkat desa yang memiliki suami/istri yang sah.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada pada (1) huruf
b diberikan sebanyak-banyaknya bagi 3 (tiga) orang anak.
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(5) Tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa
yang berhenti karena berakhir masa jabatannya atau
meninggal dunia.

(6) Besaran uang purna bakti adalah paling banyak 6 (enam) kali
dari penghasilan tetap setiap bulan dan diberikan sekaligus.

(7) Tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d diberikan kepada Kepala Desa atau perangkat
desa yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas,
sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(8) Tunjangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e bersumber dari hasil pengelolaan tanah
bengkok diluar ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh
perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf b.

(9) Tunjangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(10) Tunjangan penghasilan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berasal dari Bantuan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Jaminan kesehatan

Pasal 24

(1) Kepala Desa dan perangkat desa mendapatkan jaminan
kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS).

(2) Untuk mendapatkan jaminaan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib ikut dan
mengikutsertakan seluruh perangkat desa dan anggota
keluarganya.

(3) Jumlah anggota keluarga yang dapat mengikuti program
jaminan kesehatan tersebut, terdiri dari :
a. Seorang suami atau isteri yang sah
b. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang masih dalam

tanggungan.

(4) Pembayaran premi jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan penghasilan tetap.

(5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
berstatus PNS.

(6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam
bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan
pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial
nasional.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 25

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain
yang sah yang terdiri dari:
a. Honorarium kegiatan;
b. Insentif prestasi kerja.

Anggaran dana honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB
Desa.

Besaran honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja
berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pemerintah Daerah dapat memberikan uang insentif prestasi
kerja kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berprestasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.

Uang insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari APBD Kabupaten sesuai kemampuan keuangan
daerah dan prioritas program daerah.

Ketentuan pemberian insentif prestasi kerja yang bersumber
dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dari
APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB
Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester
pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester
kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya.

Pasal 27
Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa
juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun
anggaran.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir
tahun anggaran.

BAB X
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Pasal 28

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar
Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa,
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa,
mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik
Desa.

Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta APB
Desa;

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan
atau yang sejenis;

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas
nama Pemerintah Desa.

Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 29

Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka
pengamanan.

Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan
kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas
Pemerintah Desa.

Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan
jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 30

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan,
dan pengendalian kekayaan milik Desa.
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Pasal 31

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan
asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum,
keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian
nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan
kekayaan milik Desa sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
kekayaan milik Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 33

Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan
Desa.

Pasal 34
(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan
penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan
Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

(2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala
lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah
daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang
sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

APB Desa yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini
diberlakukan, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran berjalan.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini
harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006
tentang Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Agustus 2015

fopev
WE CHOERIAH HAMID SUGANDA
N

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 6 Agustus 2015

—.. SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT

(120/2015)

18



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
KEUANGAN DESA

UMUM

Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa merupakan pelaksanaan dari
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 . Desa memiliki fungsi pemerintahan,
keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan
dari pemerintah Kabupaten. Dalam posisi seperti ini, Desa mendapat
perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu,
di masa depan Desa dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang
berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di
wilayahnya. Oleh karena itu desa harus mampu menggali dan mengelola
sumber pendapatan dari potensi yang ada tersebut, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan akan mudah untuk
mengarahkan agar pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan desa lebih
berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaran pemerintahan dan
pembangunan desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang
digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian
dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
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Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 11
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